BABII
KETENTUAN UMUM SEWA MENYEWA

A. Konsep Akad Sewa (Jjarah) Dalam Hukum Islam

1.

Pengertian Jjarah

Dalam bahasa Arab sewa adalah al-ijarah, al-ljarah berasal dari
kata bahasa Arab al/-’ajru atau al-‘iwad (ganti).20 Sedangkan al-ijarah
menurut istilah adalah transaksi antara berbentuk jasa atau manfaat, yang
mana dalam hal ini terjadi pertukaran antara jasa atau manfaat dengan
imbalan tertentu.’'Sewa-menyewa merupakan jenis akad untuk
mengambil manfaat dengan kompensasi. Lafadz al-ijarah mempunyai
pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda
atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu
aktifitas. A/-ljarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat
sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu
tertentu. Hal ini, sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda,
bukan menjual ‘ayn dari benda itu sendiri.**
Dalam figih muamalah, 7jarah mempunyai dua pengertian yaitu:
a. Perjanjian sewa-menyewa benda

b. Perjanjian sewa-menyewa jasa atau peker;j aan.”

20 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah jilid 13, (Kairo: Dar al-Fikr, 2001), 239.

2! Abdul Rahman Ghazaly, et al., Figih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 277.
** Helmi Karim, Figh Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

3 Rahmad Syafe’l, Figh Muamalah, (Bandung : CV. Pustakan Setia, 2001), 131.
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Secara umum a/-ijarah mempunyai definisi bahwa akad sewa-
menyewa antara pemilik obyek sewa (ma’jur) dan penyewa (mustajir)
untuk mendapatkan imbalan atas obyek yang telah disewakan.**
Perjanjian antara penyewa dan orang yang menyewakan untuk menjual
manfaat atas suatu objek berupa jasa maupun barang dengan menentukan
biaya sewa yang disepakati oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewa
dengan jumlah dan batas tertentu yang telah disepakati kedua belah
pihak.

Sedangkan menurut istilah ulama berbeda-beda pedapat tentang
mendifinisikan akad a/-/jarah antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah®
J6 5 g wildh L Lshisy
Artinya: “Jjarah adalah akad atas suatu kem;nfaatan dengan imbalan
berupa harta”.
b. Menurut Malikiyah

w\f;wb}&upﬁujlmomcu; CeL»Jﬁl.éi;/n.i,\.z.p

Artinya: “Suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu
barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan
yang bukan berasal dari manfaat”.*

c. Menurut Syafi’iyah®’

%0 1 L

Wwﬁﬂbumﬂjw&ub wlas s3ptaks mals e Ae

* Ivan Rahmawan. A, Kamus Istilah Akutansi Syariah (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,
2004), 87.
» Ahmad Wardy Muslich, Figih Muamalah, (Jakarta : Amzah, 2013), 316.

% 1bid.

*7 Rahmad Syafe’l, Figih Muamalah ..., 121.
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Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud
tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau
kebolehan dengan penggati tersebut”.

d. Menurut Hanabilah®®

G G 1 Ul syl Ll Je o G I e g

Artinya: “/jarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan
lafal jjarah dan kara dan semacamnya”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa
ijarah adalah menjual kemanfaatan atas barang atau jasa bukan bendanya.
Dapat diterjemahkan, berarti sewa menyewa dan upah mengupah yiatu:

a. Sewa menyewa adalah menjual manfaat suatu benda
b. Upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa a/-ijarah
adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian
akad al-fjarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan
hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.”’

2. Dasar Hukum A/-fjarah
Al-ljarah disyariatkan berdasarkan al-Qur’an, a/-Sunnah, dan Ijma’.
a. Al-Qur’an
Dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman pada surat a/-Bagarah ayat

233:

 Ahmad Wardy Muslich, Figih Muamalah ..., 317.
¥ Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raha Grafindo
Persada, 2004), 128.
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Artinya: “...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

pembayaran menurut yang patut...”.*

Dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman pada surat a/-Qasas ayat 26:

LN ol sl a2 O Bl ol b i) B I6

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya". *'

Dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman pada surat a/-Talaq ayat 6:

4 gaiiad e Oy S 1S5 Wl BT BASD asd sasl OB
&

Artinya: “..kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu
untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan

baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain

boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*

—e

b. ALSunnah

Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. Rasulallah saw bersabda:

1 ups 065 30 was ol B2l g ol o o b 0yt s

o4

"

Artinya: “Beberkamlah dan beliau memberikan upah kepada orang
yang membekamnya itu. Seandainya pembekamnya haram
niscaya beliau tidak memberinya upah”. (HR. Bukhari)®

Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. Rasulallah saw bersabda:

**Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya,. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2010), 37.

*Tbid., 388.

“Ibid., 559.

33 Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Ensiklopedi Hadist 2, (Jakarta: Almahira, 2012), 138.
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Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”(HR.
Abu Dawud)™
c. Ijma’

Mengenai disyariatkan a/-jjarah, para ulama keilmuan dan
cendekiawan bersepakat tentang keabsahan al-ijarah, sekalipun ada
hanya sebgaian kecil diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi itu
tidak dianggap.’> Dari ayat-ayat al-Qur’an dan beberapa hadis
Rasulallah tersebut jelaslah bahwa akad a/-jjarah atau sewa menyewa
hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh
masyarakat.

Disamping al-Qur’an dan sunnah, dasar hukum a/-jjarah
adalah ijma’. Sejak zaman sahabat sampai sekarang a/-jjarah telah
disepakati oleh para ahli hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan
masyarakat sangat membutuhkan akad ini’®. Dalam kenyataan
kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki rumah yang tidak
ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal.
Dengan dibolehkannya a/-jjarah maka orang yang tidak memeiliki
tempat tinggal bisa menempati rumah orangg lain yang tidak
digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan

imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama tanpa harus

membeli rumah tersebut.

3 Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats, Ensiklopedi Hadist 5, (Jakarta: Almahira, 2013), 728.
> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 ..., 11.
3% Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalah ..., 320.
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3. Jenis-Jenis Al-ljarah’’

a. Al-ljarah ‘Ala al-Manafi‘. Al-ljarah atas manfaat, disebut juga sewa
menyewa. Dalam al-ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah
manfaat dari suatu benda.

b. ljarah al-Dhimmah. Al-ljarah atas pekerjaan, disebut juga upah-
mengupah. Dalam a/-jjarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah
amal atau pekerjaan sesorang.

4. Rukun dan Syarat A/-fjarah
a. Rukun al-ljarah*®
Menurut ulama Hanafiyah, rukun 7jarah dalah ijab dan qabul,
antara lain dengan menggunakan kalimat: al-ljarah, al-Isti’jar, al-
Iktira’, dan al-ITkra’.
Adapun menurut jumhur ulama, rukun a/-jjarah ada empat,
yaitu:39
1) ‘Aqid(orang yang berakad).
2) Sighat akad.
3) Ujrah (upah).
4) Manfaat.

b. Syarat-syarat al-ijarah adalah :

1) syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad sewa-

menyewa (“agid). ¥’

> Ibid., 329.
% Rahmad Syafe’l, Figih Muamalah ..., 125.
* Ibid., 125.
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Menurut ulama Hanafiyah orang yang melakukan akad
disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta
tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang
miliknya sendiri, akad al-ijarah anak mumayyiz dipandang sah bila
diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz
adalah syarat a/-ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat
penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayziz adalah sah,
tetapi bergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah mensyaratkan orang yang
akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak
mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad. Dimana
disyaratkan pada mu jir dan mustajir harus berakal dan mumayyiz
menurut Hanafiyah dan baligh dan berakal menurut Syafi’iyah dan
Hanabilah. Dalam Syarat pelakasanaan (nafadh), barang yang harus
dimiliki ‘agid memiliki kekuatan penuh untuk akad. Dalam arti
orang yang menyewakan mempunyai hak kepemilikan atau
kekuasaan penuh atas objek al-ijarah.*'

Adanya keridaan kedua belah pihak yang akad, syarat ini

didasarkan pada firman Allah SWT:

“ bid., 125.
“bid., 126.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakai harta sesamamu dengan jalan yang batal,
kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka
sama suka.” (QS. al-Nisa’: 29)*
2) Syarat yang berkaitan dengan shighat akad adalah®’

a) ljab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh
yang melangsungkan akad. Namun demikian, tidak disyaratkan
menggunakan bentuk tertentu.

b) Antara ijab dan qabul harus sesuai.

c) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat
yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang
sudah diketahui oleh keduanya.

d) Harus ditempat yang sama. Namun demikian dibolehkan
ditempat yang berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya
sehingga keduanya saling memahami. Oleh karena itu,
dibolehkan ijab qabul dengan telepon, surat, dan lain-lain.
Qabul tidak disyaratkan harus langsung dengan tujuan untuk
memberikan kesempatan berpikir kepada yang akad. Begitu
pula dibolehkan mengucapkan ijab dan gabul sambil berjalan.

e) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang

akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di

antara perkataan akad.

“Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya ..., 83.
* Rahmad Syafe’l, Figih Muamalah, ..., 51.
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f) Ijab tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban
gabul. Begitu pula dianggap tidak sah jika ijab dan gabul
diucapkan dalam waktu bersamaan.

3) Syarat yang berkaitan dengan ujrah adalah

a) syarat upah berupa harta yang bernilai dan diketahui **

Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan
penentuan, ataupun dengan penjelasan. Menurut Abu Hanifah,
diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu
termasuk barang yang perlu dibawa dan membutukan biaya.
Sedangkan menurut Sahiban, hal itu tidak disyariatkan dan
tempat akad cukup dijadikan tempat untuk pelunasan.

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk
masalah, seperti jika seorang menyewa orang lain dengan upah
tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah
tertentu ditambah makanannya, maka akad itu tidak
dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian
dari upah, padahal ukurannya tidak jelas. Ulama Malikiyah
membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau
menyewa hewan ditambah makannya dan pakaian atau
sejenisnya untuk pembantu itu. Hal itu sudah menjadi hal yang

umum dalam masyarakat.

* Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 400.
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b) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan ma’qud

alayhi (obyek akad)*

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan
ma’qud alayhi (obyek akad). Misalkan, al-ijarah tempat tinggal
dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa,
penunggagan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian
dibayar dengan pertanian. Menurut ulama Malikiyah, penerapan
prinsip ini dalam a/-jjarah adalah bahwa akad ini menurut
mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan
terjadinya manfaat. Maka manfaat pada waktu akad itu tidak
ada seutuhnya, sehingga salah satu pihak menjadi terlambat

dalam menerima manfaat secara seutuhnya.

4) syarat yang berkaitan dengan ma’qud ‘alayhi (barang yang menjadi

objek akad) adalah:

a) Bermanfaat dengan jelas46

Adanya kejelasan pada ma’qud ‘alayhi (barang), untuk
menghilangkan pertentangan diantara ‘agid. Di antaranya
dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau
menjelaskan jenis pekerjaan jika a/-jjarah atas pekerjaan atau

jasa.

b) Hendaknya dihalalkan oleh syara’’

* bid., 404.

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 118.
" Nasrun Haroen, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 233.
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Oleh sebab itu, para ulama figih sepakat menyatakan tidak
boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir,
menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh
bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewahkan rumah
kepada non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.
Menurut mereka, obyek sewa-menyewa dalam contoh di atas
termasuk maksiat, sedangkan kaidah fiqih menyatakan:
Y gard sk
Artinya: “Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”
Dapat diserahkan, dipergunakan secara langsung dan tidak ada
cacatnya. Oleh sebab itu, ulama figih sepakat mengatakan,
bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat
diserahkan,  dimanfaatkan langsung oleh  penyewa.
Umpamanya, rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja
sangat bergantung kepada penyewa apakah mau dia
melanjutkan akad itu atau tidak. Sekiranya rumah itu atau
toko itu disewa oleh orang lain, maka setelah habis sewanya,
baru dapat disewakan kepada orang lain. Sebagaimana dalam
hadist Rasulullah yaitu:
AR I e S T YL PANGER ES FILRY
Artinya: “Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi

seorang muslim menjual barangnyakepada muslim
lain , padahal pada barang terdapat ‘aib /cacat
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melainkan ia harus menjelaskan kepadanya (HR.
Ibnu Majah)*®
d) Adaya hak kepemilikan dan kekuasaan
Hal ini berdasarkan pada hadist Rasulallah saw yang
melarang menjual barang yang tidak bisa dipegang atau
dikuasai, sebagaimana hadist dalam jual beli yaitu:
e ol G AN
Artinya: “Tidak sah jual beli, kecuali sudah dimiliki sendiri”
(HR. Abu Daud)®
5. Prinsip Transaksi A/-ljarah
Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya adalah perjanjian
sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dimana pihak
penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat
jatuh tempo, aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang
menyewakan. Transaksi a/-ijjarah dilandasi adanya perpindahan manfaat
(hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada
dasarnya prinsip al-ijjarah sama saja dengan prinsip jual beli tapi
perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Apabila pada jual beli
objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada al-jjarah obyek
transaksinya adalah manfaat barang maupun jasa.”
Sewa-menyewa sebagaiamana perjanjian lainnya, adalah
merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai

kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewanya berlangsung, dan

* Ibnu Majah, Ensiklopedia Hadits 8, (Jakarta: Almahira, 2013), 399.
* Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats, Ensiklopedi Hadist 5 ..., 741.
*0 Chairuman Pasaribu. Perjanjian Dalam Islam. (Jakarta: Sinar Grafika. 1994), 52.



28

apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan
berkewajiban menyerahkan barang yang disewa dan dengan
diserahkannya manfaat objek maka pihak penyewa berkewajiban pula
untuk menyerahkan uang sewa.’'
6. Hal- hal yang membatalkan sewa-menyewa
Suatu akad al-ijarah berakhir apabila:*
a. Terjadinya ‘ayb pada barang sewaan
Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi obyek perjanjian
sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan
pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian
pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak
sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal
seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.
b. Rusaknya barang yang disewakan
Maksudnya barang yangmenjadi obyek perjanjian sewa-
menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga
tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
Misalnya yang menjadi obyek sewa-menyewa adalah rumah,
kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.
c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma jur’alayhi)
Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa-

menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau

S bid., 52.
2 1bid., 55.
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musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka
akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya A mengupahkan
kepada si B, untuk menjahit bakal celana, dan kemudian bakal celana
itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa karya itu
berakhir dengan sendirinya.

. Terpenuhi manfaat yang dilakukan

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi
tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian
sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang
disepakati oleh para pihak. Misalnya: perjanjian sewa-menyewa
rumah selama satu tahun dan pihak penyewa telah pula memanfaatkan
rumah tersebut selama satu tahun maka perjanjian sewa-menyewa
tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya tidak perlu
lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutus hubungan sewa-
menyewa.

Adanya udzur.

Penganut madzhab Hanafiyah menambahkan bahwa adanya
udzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya
perjanjian sewa-menyewa, sekalipun udzur tersebut datangnya dari
salah satu pihak. Misalnya seorang yang menyewa toko untuk
berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau

dicuri orang, atau bangkrut sebelum toko itu dipergunakan, maka
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pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa toko
yang telah diadakan sebelumnya.

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian
yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak
berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh) karena
termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak (yang
menyewakan atau penyewa) meninggal dunia perjanjian sewa
menyewa tidak akan menjadi batal asal yang menjadi objek perjanjian
sewa menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak
meninggal dunia maka kedudukanya digantikan oleh ahli waris,
demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa
menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan

sebelumnya.>

B. Kepemilikan Dalam Islam
1. Pengertian Kepemilikan
Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab a/-milk yang
berarti penguasaan terhadap sesuatu. A/-milk juga berarti sesuatu yang
sudah dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan
suatu harta yang diakui oleh syara’, yang menjadikannya mempunyai
kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan

tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syara’. Kata

> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo), 227.
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“milik” dalam Indonesia merupakan kata serapan dari kata a/-milk dalam
bahasa Arab.”

Secara terminologi, ada beberapa definisi a/-milk yang dikemukakan
ulama figh, sekalipun secara ensensial seluru definisi itu adalah sama. A/-
milk adalah: >

g 4t Sl o Al ST A SR A L B st

Artinya: “Pengkhususan sescorang terhadap suatu benda yang
memungkinkan nya untuk bertindak hukum terhadap benda itu

(sesuai dengan keinginannya) selama tidak ada halangan syara’.

Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya
berada dalam penguasaan, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan
memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap
hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkan kepada orang
lain, selama tidak ada halangan dari syara’. Contohnya halangan dari
syara’ antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum,
misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti
orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak
dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.

Definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan
bahwa, hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia

dan harta yang ditetapkan oleh syara’, yang memberikan kekhususan yang

> Nasrun Haroen, Figih Muamalah ..., 31.
*1bid., 31.
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memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan fasarruf atas
harta tersebut menurut cara-cara yangdibenarkan oleh syara’.”®
2. Pembagian Hak Milik

Hak milik terbagi menjadi dua bagian:

a. Hak milik yang sempurna (A/-Milk At-Tam)’’

Hak milik sempurna merupakan hak penuh yang memberikan

kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk untuk

melakukan tasarruf yang dibenarkan oleh syara’. Muhammad Abu

Zahra mengemukakan beberapa keistimewaan dari hak milik yang

sempurna ini sebagai berikut:

1) Milik yang sempurna memberikan hak kepada pemilik untuk
melakukan fasarruf terhadap barang dan manfaatnya dengan
berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara’, seperti jual
beli, hibah, 7jarah (sewa-menyewa), iarah, wasiat, wakaf, dan
tasarruf-tasarruf lainnya yang dibenarkan oleh syara’ dan tidak
bertentangan dengan prinsip dan kaidah-kaidahnya.

2) Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada
si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya,
kondisi dan tempatnya, karena yang menguasai hanya satu orang.
Satu-satunya pembatasannya ialah bahwa pemanfaatan atas
barang tersebut tidak diharamkan oleh syara’ dan hanya berakhir

jika terjadi perpindahan hak kepada orang lain.

% Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalah ..., 71.
7 bid., 73.
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3) Jika ia merusak barang yang dimiliki maka ia tidak berkewajiban
untuk menggantinya.

b. Hak milik yang Tidak Sempurna (A/-Milk An-Nagis)*®

Hak milik yang tidak sempurna adalah pemilikan atas salah satu
unsur harta bendanya saja. Bisa berupa pemilikan barang atas
manfaat, tanpa memiliki bendanya disertai asas pemilikan atas
bendanya. Apabila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda
tersebut, ia memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki
manfaat (kegunaannya) saja tanpa memiliki zatnya.

Milik nagis yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda)
disebut milik raqabah, sedangakan milik magis yang berupa
penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau
hak guna pakai.

3. Sebab-Sebab Kepemilikan

Beberapa cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam:

a. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang
atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta
mubah.

b. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu
lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, jjarah, iarah dan wakaf.”

c. Melalui sebuah perizinan untuk mengonsumsi barang atau

menggunakannya, seperti izin untuk memmakan buah-buahan,

¥ Nawawi Ismail, Figh Muamalah Klasik ..., 58.
% Nasrun Haroen, Figih Muamalah ..., 32.
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mengendarai mobil seorang, izin untuk menggunakan fasilitas umum,
seperti jalan raya, jembatan dan sarana olahraga. Perizinan ini hanya
diberikan kepada orang yang mendapatkan izin, tidak boleh
dilimpahkan kepada orang lain untuk menikmati manfaatnya.®’

d. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari
ahli warisnya yang wafat.

e. Melalui kesepakatan seorang yang memberikan wasiat kepada orang
lain untuk mengambil nilai suatu manfaat.

f. Hasil/buah dari harta yang dimiliki sescorang, sama ada hasil itu
datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang
lahir, dan bulu domba seseorang atau melalui suatu usaha pemiliknya,
seperti hasil usahanya sebagai pekerja atau keuntungan dagang yang
diperoleh seorang pedagang.’’

4. Akibat Hukum Suatu Hak
a. Menyangkut penggunaan hak®
Ulama fikih berpendapat, bahwa hak itu harus digunakan untuk
hal-hal yang disyari’atkan oleh Islam. Atas dasar ini seseorang tidak
diperbolehkan menggunakan haknya, apabila merugikan atau
membawa mudarat kepada orang lain, baik perorangan maupun
masyarakat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu pemilik

hak pun tidak diperbolehkan menggunakan haknya secara mubazir.

0 Nawawi Ismail, Figh Muamalah Klasik ..., 59.
6! Nasrun Haroen, Figih Muamalah ..., 32.
52 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ..., 16.
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Di dalam fikih, perbuatan-perbuatan yang membawa mudarat
kepada orang lain, disebut:
S Jlks 3 Gadsl
Artinya: “Sewenang-wenang dalam menggunakan hak”

Sewenang-wenang dalam menggunakan hak dilarang oleh syara’.
Apabila orang menggunakan sesuatu yang bukan haknya, tidak
dinamakan sewenang-wenang dalam menggunakan hak tetapi
disebut:

A G Leasy)
Artinya: “Melanggar hak orang lain”

Setiap orang tidak diperbolehkan menggunakan haknya dengan
sewenang-wenang, yang mengakibatkan mudarat bagi orang lain.
Oleh sebab itu penggunaan hak dalam syari’at Islam tidak bersifat
mutlak, tetapi ada pembatasannya. Batasannya adalah tidak
membawa mudarat bagi orang lain, baik perorangan maupun

masyarakat. Dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

‘e ® TeF . }5/
.. P . - s 2
M\drﬁt—\gjﬁag‘,\;

Artinya: “Muncul kemudaratan yang lebih besar dari maslahat”™®

i 57
Artinya: “Kemudaratan itu harus dihilangkan™®*
3 k) 1 3031 st
Artinya : “Sesuatu yang haram diambilnya, diharamkan pula
memberikannya”®

 1bid., 21.

% Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Figih (Al-Qawa’idul Fighiyyah), (Jakarta: Kalam Mulia,

1999), 38.
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Jika pemilik hak menggunakan haknya untuk memperoleh
kemaslahatan  pribadinya, tetapi  akibatnya  menimbulkan
kemudaratan lebih besar kepada pihak lain, atau kemaslahatan itu
sebanding dengan kemudaratan yang ditimbulkan, baik kemudaratan
itu mengenai hak-hak masyarakat maupun hak-hak pribadi, sesuatu
yang diperoleh dengan cara yang haram juga akan memberikan
kemudaratan bagi orang lain, maka tindakan itu harus dicegah,
sesuai dengan sabda Rasulullah:

St V5 572 Y

Artinya: “Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan
orang lain”(HR. Ibnu Majah)®

G el 5T V0 s s Yy agbph JB 3aled

Artinya: “Orang-orang muslim boleh berpegang kepada syarat-syarat

yang mereka buat , kecuali syarat yang mengharamkan

yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Abu

Dawud)®’

Menyangkut pemeliharaan hak

Bahwa syari’at Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak

untuk memulihkan atau menjaga haknya dari segala bentuk

kewenangan orang lain. Apakah yang menyangkut hak-hak

kepidanaan atau hak-hak keperdataan. Apabila hak seorang dicuri,

maka ia berhak menuntut secara pidana atau perdata. Tuntutan secara

pidana dengan melaksanakan hukuman potong tangan (negara Islam)

dan secara perdata menuntut agar harta yang dicuri itu dikembalikan,

5 1bid., 89.

% Ibnu Majah, Ensiklopedia Hadits § ..., 743.
57 Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats, Ensiklopedi Hadist 5..., 380.
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jika masih ada dan bila harta itu sudah habis, diganti senilai dengan
harta yang dicuri.

c. Menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak

Para pemilik hak harus melaksanakan haknya itu dengan cara
yang disyari’atkan. Dalam kaitannya dengan persoalan dengan
manusia, penunainnya dilakukan dengan cara mengambilnya atau
membayar nya kepada yang berhak menerimanya (pemilik hak), yang
terpenting dalam hal ini adalah sifat keadilan dalam penggembalian
hak, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.
5. Akibat Hukum Bagi Orang yang Menggunakan Hak Sewenang-Wenang

a. Mengilangkan segala bentuk kemudaratan yang ditimbulkan oleh
penggunaan hak sewenang-wenang. Misalnya, jika kesewenangan itu
muncul akibat membangun rumah, yang mengakibatkan udara dan
cahaya matahari terhalang masuk ke rumah tetangga, maka rumah itu
harus dibongkar atau pembangunannnya harus dihentikan, bila masih
tahap pembangunan. Pada dasarnya, pembangunan itu jangan sampai
mengganggu tetangga, kendatipun membangunnya diatas tanah
sendiri.

b. Memberi ganti rugi atas kemudaratan yang ditimbulkan oleh
penggunaan hak secara sewenang-wenang, jika kemudaratan yang
ditimbulkan berhubungan dengan nyawa, harta, atau anggota tubuh

seseorang.
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c. Membatalkan tindakan sewenang-wenang tersebut,seperti
membatalkan nikah tahlil (nikah cinta buta) dan membatalkan wasiat
yang memberi mudarat kepada ahli waris.

d. Melarang seoarang menggunakan haknya secara sewenang-wenang
seperti membawa istrinya dalam suatu perjalanan, jika perjalanan itu
membawa mudarat kepada istrinya. Demikan juga melarang petani
anggur untuk menjual hasil panennya kepada pabrik minuman keras.

e. Memaksa pelaku kesewenangan untuk melakukan sesuatu, seperti
memaksa pedagan melakukan 7htikar (menimbun barang) untuk
menjual barang yang ditimbunnya dengan harga normal (pasaran) dan
memaksa para buruh untuk bekerja dengan upah yang normal (Upah
Minimim Regional = UMR)

6. Pembagian Harta Dikaitkan dengan Kepemilikan
Harta, meskipun menurut wataknya menerima untuk dimiliki, namun
dalam kenyataannya dilihat dari segi menerima tidaknya kepada
kepemilikan terbagi tiga bagian sebagai berikut:®®

a. Harta yang tidak boleh dimiliki dan diupayakan untuk dimiliki sama
sekali. Contohnya tanah dan bangunan-bangunan yang khusus
diperuntukkan bagikepentingan umum, seperti jalan, aset-aset
pemerintah, perpustakaan umum, dan sebagainya. Ini semuanya
adalah harta milik umum yang tidak boleh dimiliki atau diupayakan

untuk dimiliki oleh perseorangan.

5 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalah ..., 71.
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b. Harta yang tidak boleh dimiliki kecuali sebab-sebab yang dibenarkan
oleh syara’. Contohnya tanah-tanah wakaf dan harta-harta milik
baytul mal. Dalam hal wakaf, sebagaian barangnya tidak boleh
dimiliki, kecuali apabila pengadilan memandang perlu melepaskan
wakafnya atau menukarnya. Dalam hal milik baitul mal atau khas
negara seorang tidak boleh memiliki sedikit pun dari harta tersebut,
kecuali apabila pemerintah memandang bahwa ia perlu diberi,
misalnya pegawai negeri yang digaji dari baytul mal (khas negara).

c. Harta yang boleh dimiliki dan diupayakan untuk dimiliki selamanya

dan setiap saat, yaitu selain yang disebutkan pada poit a dan b.

C. Ketentuan Mengenai Fasum Dalam Peraturan Perundang-Undangan
1. Pengertian Fasilitas Umum

Seringkali kita mendengar istilah fasilitas sosial dan fasilitas umum
(fasos dan fasum) untuk menggambarkan fasilitas yang bisa digunakan
publik. Dalam peraturan, tidak ditemukan istilah fasos dan fasum, tetapi
itu adalah istilah untuk prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas
sosial yang dipendekkan menjadi fasos fasum untuk mempermudah
penyebutannya.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan fasilitas
sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah atau swasta untuk

masyarakat misalnya, sekolah, klinik dan tempat ibadah. Sedangkan yang
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dimaksud fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk
kepentingan umum, misalnya jalan dan alat penerangan umum. *

Adapun pengertian prasarana adalah kelengkapan dasar fisik
lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman
dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana adalah fasilitas penunjang
yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan
ekonomi,sosial dan budaya. Sedangkan utilitas adalah sarana penunjang
untuk pelayanan lingkungan.”’

2. Jenis-Jenis Fasum

Pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan
prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dibangun
oleh pengembang. Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah
diserahkan kepada pemerintah daerah sepenuhnya menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah yang bersangkutan. Pengelola prasarana, sarana,
dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana, dan
utilitas baik bagi pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat.

Pada pasal 8, 9 dan 10 Pemendagri Nomor 9 Tahun 2009, fasilitas

umum maupun sosial yang terdapat di dalam perumahan dan pemukiman

yaitu: n

% Muhammad Dahlan, Kamus Modern Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Arloka, 1994), 148.

70 Himpunan Peraturan Pertanahan, Perumahan, Permukiman Dan Rumah Susun, (Jakarta: CV
Tamita Utama,2012), 2.

! Pasal 8, 9 dan 10 Angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada
Pemerintah ~ Daerah  dalam  http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/PerumahanRakyat
/Permendagri%20N0%209%20Tahun%202009.pdf diakses pada tanggal 15 Februari 2015.
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a. Prasarana perumahan dan permukiman, antara lain: jaringan jalan,
jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan saluran pembuangan
air hujan (drainase)dan tempat pembuangan sampah.

b. Sarana perumahan dan pemukiman, antara lain: sarana perniagaan/
pembelajaran, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana
pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan
olah raga, sarana pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka
hijau, dan sarana parkir.

c. Utilitas perumahan dan permukiman, antara lain: jaringan air bersih
jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi,
pemadam kebakaran, sarana penerangan jasa umum.

3. Aturan Yang Berlaku Pada Penyewaan Tanah'>

a. Pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu

adanya suatu janji, wajib untuk:

1) menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa

2) memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai
untuk keperluan yang dimaksud

3) memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang
disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa

b. Penyewa, jika tidak diizinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang
yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, atas

ancaman pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya,

7 Rudy T Erwin, J.T Prasetyo, Himpunan Peraturan-Peraturan Perumahan dan Sewa Menyewa,
(Jakarta: Aksara Baru,1984), 1.
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kerugian dan bunga, sedangkan pihak yang menyewakan, setelah
pembatalan itu, tidak wajib menaati persetujuan ulang sewa itu. Jika
yang disewa itu berupa sebuah rumah yang didiami sendiri oleh
penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri menyewakan
sebagian kepada orang lain jika hak itu tidak dilarang dalam
persetujuan.

Jika penyewa memakai barang yang disewa untuk suatu keperluan
lain dari yang menjadi tujuannya, atau untuk suatu keperluan yang
dapat menimbulkan suatu kerugian bagi pihak yang menyewakan
maka pihak ini, menurut keadaan dapat meminta pembatalan sewa.

. Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum
bila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan suatu
pemberhentian untuk itu.

Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir
pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak
memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa  ia hendak
menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang
diharuskan menurut kebiasaan setempat.

Persetujuan sewa sekali-kali tidak hapus dengan meninggalnya pihak
yang menyewakan ataupun pihak yang menyewa.

. Tanah yang terindikasi telantar yaitu terhitung mulai 3 (tiga) tahun

sejak ditertibkan Hak Pakai, Hak Pengelolaan tersebut atau sejak
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berakhirnya izin/keputusan/surat dasar penguasaan atas tanah dari
Pejabat yang berwenang.”
4. Hak-hak Warga Perumahan Terhadap Tanah Fasum’’
a. Adanya kelengkapan prasarana paling sedikit meliputi jalan, drainase
sanitasi, dan air minum.
b. Adanyan kelengkapan sarana paling sedikit meliputi rumah ibadah
dan ruang terbuka hijau (RTH).
c. Adanya kelengkapan utilitas umum paling sedikit meliputi, jaringan
listrik termasuk &7/o watt hour (KWH) meter dan jaringan telepon.
5. Hak dan Kewajiban Warga Perumahan’’
Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman,
setiap orang berhak:
a. menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang
layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
b. melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
c. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman.
d. memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman.

& Himpunan Peraturan Pertanahan, Perumahan, Permukiman Dan Rumah Susun ..., 720.
" 1bid., 105.
7 Ibid., 76.
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memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami
secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman.
mengajukan  gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang
merugikan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman,

setiap orang wajib:

a.

d.

menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di
perumahan dan kawasan permukiman.

turut mencegah terjadinya penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang
lain dan/atau kepentingan umum.

menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan,
dan utilitas umum yang berada diperumahan dan kawasan
permukiman.

mengawasi pemanfaatan dan berfungsinya prasarana, sarana, dan

utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman.

6. Peran masyarakat dalam penyelenggaran perumahan dengan pembentukan

forum yang mempunyai tugas sebagai berikut:’®

a.

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

% 1bid., 77.
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b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat

d. memberikan masukan kepada Pemerintah

e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman.

f. Peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan
pembangunan keterpaduan prasarana, sarana dan fasilitas umum
diberikan seluas-luasnya sejak dari tahap perencanaan sampai dengan

tahap pengelolaan.”’

77 Bab 3 Angka 6 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 34 /Permen/M/2006
Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (Psu)
Kawasan Perumahan dalam https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=gJRrVYS4B8OyuAT-
4YCQDéq:Peraturan+Menteri+Negara+Perumahan+Rakyat++N0m0r+:+34+%2FPermen%2FM
%2F2006+ diakses pada tanggal 20 Februari 2015.
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